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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3711),

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun
2010 Nomor 3),

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
Nomor 8),

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2014
Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

|

dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran,
b. Neraca,
c. Laporan arus kas, dan
d. Catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.351.171.087.194,24
b. Belanja Rp. 1.677.056.631.223,97

Surplus/defisit Rp. (325.885.544.029,73)
c. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp. 531.160.917.612,20
- Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan neto Rp. 531.160.917.612,20

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (67.308.031.783,24) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.283.863.055.411,00
b. Realisasi Rp. 1.351.171.087.194,24

Selisih lebih/(kurang) Rp. (67.308.031.783,24)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 137.967.341.799,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.815.023.973.023,20
b. Realisasi Rp. 1.677.056.631.223,97

Selisih lebih/(kurang) Rp. 137.967.341.799,23
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah

Rp. (205.275.373.582,47) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (531.160.917.612,20)
b. Realisasi Rp. (325.885.544.029,73)

Selisih lebih/(kurang) Rp. (205.275.373.582,47)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 531.160.917.612,20
b. Realisasi Rp. 531.160.917.612,20

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp. 0,00

b. Realisasi Rp. 0,00 —

' Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 531.160.917.612,20
b. Realisasi Rp. 531.160.917.612,20

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 7.633.497.731.029,72
b. Jumlah kewajiban Rp 6.897.614.704,00
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 7.626.600.116.325,72

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai
berikut:
a. Saldo kasawalper1 Januari 2014 Rp. 531.160.978.605,20
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 529.856.981.936,47
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non Rp. (855.742.525.966,20)

Keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (0,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. (0,00)

Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp. 205.275.373.582,47

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf
d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitas atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah dan organisasi,

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan,

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah,
Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,
Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah,
Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset lainnya,
Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya,

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah, dan

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Neraca

Lampiran III : Laporan arus kas

Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

d.
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Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

teta an di Tarakan
dat ggal 29 September 2015

WALIKIM TARAKAN

FIANNBAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS D ERAH KOTA TARAKAN

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 14
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